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PENCATATAN KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUBAN YANG MAHA ESA

BUPATIIEPARA,

balwa dalem rangka memberikan perlindungan anak dan untuk
mempercepat pencapaian sasaran Rencana Sirategis Nasional 2011
“Scrmua Anak Indonesia Tercaat Kelahirannys®, tclah diterbitkan
Peraturzn Bupati Jepara No. 12 Tahun 2011:

bhahwa untuk menindak imjei Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 472.11/3444/8) perihal Pelayanan Pencaawan Kelahiran
Bagi Anak Yang Lahir Setelah Undang — Undang No. 23 Tahun
2006 dipandang periu meninjau kembali Perstucan Bupati  Jepara
No. 12 Tahun 201l wntang Pemberian Perpanjangan Dispensasi
Pelavanan Pencastan Kelshimn umuk disesuaikan:

bahwa berdesarkan pertimbangun schagaimana dimaksud  pals
huruf a dan huruf b perfu menciapkan Peraturan Bupati tentang
Pemberian  Perpanjangan  Dispersiisi  Melaysnan  Pencatalan
Kelahiran.

Undang-Undang Nomor 13 tshun 1950 teniang Purmbenivban Dwcrah -
Daerah Kabupsien dalam Linghungsn Provinsi Jawa Tengah:

— Undang Nomor 1 Tshum 1974 tentang Perhawinan (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahum 1974 Nomor |, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 3019);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perlindumgan Anak
{Lembaran Negars Republik Indoncsia Tabun 2002 Nomor 19,
Tarmhahan Lembarsn Negarn Republik Indoncsia Nomor 4235),

Undmy - Undang Momor I Talun 2004 wntang Pemerintahan
Decrsh (Lanbeman Negara Repubik Indooesia Tahun 2004 Nomor
5 Tambehan Lombaran Negara Republik Indonesa Nomor 4437),
schagaimana telsh bobompa kali disbah tevakhir dengan Undang -
Nomor 12 Tuhum 2008 wntang Perubahan Kedus Aras
Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemeriuahan
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Tambehan |.embamn Negara Republik Indonesa Nomor 48441,
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Republik  Indoncsia (Lembaran Negars Republk Indonesa Tehun
2006 Nomor 63, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia
Nomor 4634);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tenlang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2006
Nomar 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis
Nomar 4674);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 temtany Pembentukan
Peraturan Perundmg - undargan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talmw 2011 Nomor ®, Tambahan Lembaren Negara
Republik Indonesia Nomor 52345

Pevaturan Pemeriniah Nomor 37 Tam 2007 tcntang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahm 2006 tentang  Administrasi
Kependudukan (Leombaran Negara Republik Indonesia Talun 2007
Nomor 80. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4736);

Kepursan  Presiden Nomor 88 Talun 2004 wntany Pengclolasn
Informasi Adminisirasi Kependudukan (Lembaran Negara  Repubiik
Indonesia Tabun 2004 Nomor 19);

Ferasturan Presden Nomor 25 {ahun 2008 iemang Persyaralan dan
Tae Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peranman Menieri Dalam Negeri Nemor 28 Tahun 205 tenang
Pedoman Penyelenggaman Pendaftaran Penduduk dan Pencataan Sipil
d Dacralk

. Persturen Deerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Talun 20i0 tentang

Penyelenggarsan Administrasi  Kependudukan {Lembaran Deerah
Kabupaten Jjepara tahun 2010 Nomor 2);

Peraturan Daersh Kabupsten Jepara Nomot 7 Tahun 2010 lenlang
Retribusi Penggantian Bisya Cetak Kartu Tands Penduduk Dan Akts
Cataten Sipil (Lembaran Daaguh Kabupaten Jepara tahun 2010
Nomor 7),

Persuran Dacrah Kabupaten Jepara Nemor 17 Talun 2010 tentang
Organsasi dan Tata Kems Dinas Dascrah  Kabupaten Jepara
{Lembaran Dacrah Kabupeiens Jepara Tahun 2010 Nomor 17,
Tambahan [.embaran DNaerah Kabupaten Jepara Tabun 2010
Nomar 7).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN

DISPENSASI PELLAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN.

B ABI
KETENTLIAN UMUM
Pasal |

Dalamn Peratwran Bupati ini dimaksud dengan
Dacrsh adalah Kabupalen Jepar.

1.



(2

Pemeritah Daerah adaish Bupeti dan Perangkmt Dacrah sebagai unsur penycknggas
pemerintahan dacrah.

Bupeth adalah Bupati Jeparn.

Adminisirasi Kependudukan adabh rangkaisn kegistan penataan dan penertiban dalam
penerbitan dolamwn dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencataian
Sipil. pengelolaan mfiwmasi Administasi Kependudukun serts  pendayagunean basitmys
wiuk pelay anan publik dan pembangunan sektor lain.

Warga Negars [ndonesia sclanjuimya disingkat WN] adalab orang — orung bangss Indonesia
sk dan orang - orang bargsa lain yang disabkan dengan undang — undang schagai Warga
Negara lndonesia.

Pencatalan Kelahivan aciaizh keseluruhan proses kegistam yang meliputi pclaporan, penelitian berkss
dan persyarstan yang diperiukan, pencatxtan kelahiran dalam bubu register alta serta penerbitan
kutipan akts Lelahiran:

Dispensasi Pencataran Kelahimn adalah d spensasi pelsymnan akia kelahiran bagi penduduk Warga
Negara Indoncsa yang iabir schelum dan sciclah bexlskiomya Undang — Undang Nomor 23 Tabhun
206 watang Admini sirasi Kependuduban;

Kartn Tands Penduduk, selanjutmya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai
bukni din yang diterbitkan olch Instansi Pelaksans yarg berlakw & scluruh wilayah Negara
Kesaian Republik Indonesia,

Kepain Dinas Kependuduksn dan Pencatatan Sipil yang sclanprtrya disingks? Kepala Disdubcapi!
adsah Kepals Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi Kabupaten Jepara.

BABII
PELAKSANAAN PEMBERIAN DISPENSASI|

Pasal 2
Dispensasi Pelavanan Peoncmatan Kcishiran adalah dispensasi pelayanen akta kelahiran
vang diberikan kepada WNL yang lahir sebelum dan serelah berlakunya Undang — Undang
Nomor B Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Dispensaw pelayanan akta kelnhiran sebagaimans dmaksod pada ayat (1) diberikan dengan
tidak memeriukan penctapan Pengadilan Negeri.

Pasal 3

Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran terhilung mulai langgal 1 Nopember
2011 sompai dengan tanggal 30 Desember 2011,

BADR 1N
PERSYARATAN, MEKANISME DAN BIAYA PELAYAYAN

Bagian Kesaty
Persyarsan

Pasal 4

Persyaratan untub pengajuan Dispensas pelayanan pencatatan kelzhiran terdiri dan :
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surat kelehiran asli dari desa;

surs keterangan kelahiran dari Dokwer/Bidan/Penolong Kelahiran;
phov copy KTP orang wa;

phoo copy KK orang tus

pho copy kutipan akta perkawinan/buku nikah orang twa;

suret keterangan dari Desa (werlambat lapor);

saksi varg sudah dewasa 2 (dua) erang dan phoo copy KTP saksi,



Bagian Kedua
Mekanisme

Pasal §
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kelshviran ditetapkan oleh Kepala Discukcapil sesual ketentuan perundang - vudangan yasg
berinkn,

Bagian Ketiga
Biaya Pclayanan

Pasal 6

Hisva Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sesuai dengan Peramran Daerah Ksbupaten
Jepara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyclenggaraan Administrasi Kependudukan.

BAR IV
KETENTLAIN PENUTUP

Pasal 7
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pclaksanannnya ditetapkan lebib lanjut oleh Kepala Disdukcapil.

Pasal 8

Pada samt berlakuma Feraturan Bupeti ini, maka Peraturan Bupati Jepura Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran (Berita Doerah Kabupaten kepara
Tahun 2011 Nomor 15), dicabut dan dinystakan tidak berlaku.

Pasal 9
Peraturan i berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang meng etahuimva, memerntahkan Pengundangan Permuran Bupali i dengan
Pencmpatantvs dalam Berita Dacrah Kabupaten lepern

Ditetapkan di Jepara
pada tanggd 1© owicser a0

Diundangkan di Jepara
padu tanggal € Oldelmev 204
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BERITA DAERAH KABUPATE!N JEPARA TAHUN 2011 Nomor ...~ 7" a fue



